Lembar :1
MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
PD : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 l Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
ISU GENDER KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN PENGUKURAN HASIL
Kebijd('::'lrmgraml Data Feniuhn i .

Kegiatan Wawasan Faktor Kesenjangan o bln':sr::{angan Seba!élléet:::;a'ngan Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Basis Data (Base-Line) | Indikator Kinerja
Program : - Inspektorat Daerah | Akses : - Pejabat terkait masih |-Belum optimalnya |- Menurunnya - Rapat internal |- Inspektorat Daerah| Sub Kegiatan:
Penyelenggaraan mempunyai  tugas | Keterbatasan  waktu| netral gender , Tenaga Fungsional| jumiah  temuan| Inspektorat Daerah| mempunyai  tugas| Pengawasan
Pegawasan melakukan Tim pemeriksa dalam| - Perencanaan kegiatan | pengawas (Auditor| gkpp yang tidak| untuk  persiapan| Melakukan Keuangan

POIGENERE) melakukan dan pengalokasian d? n PPUPD) yang mengintegrasikan | pelaksanaan  Audit| Pengawasan Pemerintah
j terhadap . anggaran belum semua| dibutuhkan terhadap
Kegiatan : pelaksanaan urusan pemenk'saan dan berdasarkan berdasarkan Obrik| 9ender  dalam Ketaat?n pada obyek pelaksanaan urusan Daerah
Penyelenggaran pemerintahan. evaluasi. permasalahan  yang| yang  ada  di| Perencanaan pemeriksaan pemerintahan.
Pengawasan Partisipasi : ada (basic data) masih| Kabupaten Pesisir| pembangunan. (Perangkat Daerah, Input :
Internal. - Data fungional APIP —E—Bel i d meneruskan  kegiatan | Selatan. - Untuk  menjamin| Nagari, Sekolah dan|-Data fungional APIP| Rp.700.000.000 -
yang melakukan | = BeUM adanya - tahun sebelumnya. agar Puskesmas). yang melakukan
Sub Kegiatan : pembinaan terdiri dari pelatihan bagi APIP|_ Keterbatasan  jumlah | -Kebutuhan  Auditor penyelenggaraan |- Melakukan pembinaan terdiri dari Output:
Briacise 20 Oarang Laki-laki| untuk SDM pemeriksa untuk | seharusnya 67 Bemerintihan aiikanan, | Audit 20 Oarang Laki-laki Aiedah: Ysiron
g dan 16 Orang| pendampingan memfasilitasi orang, yang tersedia ) P ; dan 16 Orang ¥ P
Keuangan Perempuan. penyusunan pelaksanaan saat ini 23 orang daerah berjalan| Ketaatan sekaligus Perempuan. Hasil
Pemerintah Daerah PPPRG secara| Pengawasan. masih ada| sesuai  dengan| audit ada tidaknya Pengawasan
- Jumlah cakupan intensif dan optimal kekurangan 44| rencana dan| penerapan  PPRG|-Jumlah cakupan| Keuangan
Tujuan : pengawasan . Pethualian totfiadisp| Profesionalisme tenaga | orang. sesuai  dengan| pada obrik tersebut. | pengawasan terhadap | Pemerintah
Tercapainya target| terhadap Lembaga pemeriksa masih belum | -Kebutuhan PPUPD |  ketentuan _ Memberikan Lembaga Pemerintah| paerah
pelaksanaan Pemerintah Daerah| Masalah ASN| merata baik dari segi seharusnya 48 Perundang- rekomendasi untuk | D@erah sebanyak 182
Program Kerja| sebanyak 182| perempuan belum| kapasitas dan| Orang, | S S Nagari, 41 Perangkat xR
Pengawasan Nagari, 41 Perangkat|  menjadi perhatian. | kompetensinya tersedia saat ini 4 e Daerah, 385 UPT SD, L '
Tahunan  (PKPT)| Daerah, 385 UPT : Orang masih ada perencanaan  dan| 7g UpT SMP dan 21| Laporan
Bebanis Raslio. SD, 78 UPT smp | Kontrol: - Belum  proporsional| kekurangan 44 penganggaran yang| Puskesmas. keuangan SKPD
dan 21 Puskesmas. |Dalam hal| tingkatan jabatan| Orang. responsif  gender yang baik dan
pengambilan fungsional yang | -Kurangnya (PPRG) pada obrik |- Temuan sesuai aturan.
+ Temuan keputusan lebih| tersedia dikaitkan | komitmen  Kepala yang bersangkutan. Pengawasan 2 (Dua)
Pengawasan 2 (Dua) | gidominasi oleh| dengan kebutuhan | Perangkat Daerah tahun terakhir:
tahun terakhir: s operasional untuk a. Tahun 2021 : 602
a, Tahun 2021 ;602 |FePUBISINpimpinan. | ) enaan menindaklanjut b. Tahun 2022 : 426
b. Tahun 2022 : 426 | Manfaat : pemeriksaan hasil pengawasan.

- Akuratnya data dalam
mewujudkan visi dan
misi Kepala Daerah.

- Terstrukturnya

- Sistem  Pengendalian
Intern  belum berjalan
sebagaimana mestinya
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Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
ISU GE BlJ. DAN CAN DEPA PENGUKURAN HASIL
Kebi‘*::,:mraml Bt Foibela SU GENDER KEBIJAKAN RENCANA KE| N
Kegiatan Wawasan Faktor Kesenjangan sebab':t:: :]'angan Sebalé;(:;t::gngan Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Basis Data (Base-Line) | Indikator Kinerja
perencanaan sehingga  kelemahan,
kegiatan sesuai| hambatan serta
dengan aturan, penyimpangan dan
standar atau norma pelanggaran bl

yang berlaku.
-Selarasnya dokumen

Renstra, IKU PD,
Laporan AKIP PD,
Perjanjian  Kinerja
dan lainnya yang
disajikan dalam
dokumen yang
direviu.

- Pengendalian
terhadap
pelaksanaan
kebijakan
pengawasan
Inspektorat  Daerah
dan terukurnya
tingkat

keberhasilan/tidaknya
melalui inventarisasi
berbagai
permasalahan dalam
pelaksanaan program
dan kegiatan.

dapat dicegah secara
dini

- Belum pahamnya
konsep gender oleh
pengelola kegiatan
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GENDER BUDGET STATEMEN (GBS)

INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

1 Program
Kegiatan -
Sub Kegiatan :
2 Output kegiatan
3 Analisa situasi
4 Rencana Aksi

5 Alokasi Anggaran Output Kegiatan
6 Dampak/hasil Output Kegiatan

Program

Sasaran Program

Sub. Kegiatan

Latar Belakang Dasar Hukum
Gambaran Umum

Kegiatan Uraian Kegiatan

Indikator Kinerja

Penyelenggaraan Pengawasan
Penyelenggaran Pengawasan Internal
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Rp700.000.000,-

Berdasarkan hasil survey kepuasan mitra kerja tingkat resiko terhadap pengawasan yang mengintegrasikan
gender dalam perencanaan pembangunan.

Penyelenggaraan Pengawasan 1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

2. Rapat internal Inspektorat Daerah untuk persiapan pelaksanaan Audit
Ketaatan pada obyek pemeriksaan (Perangkat Daerah, Nagari, Sekolah dan
Puskesmas).

3. Melakukan pemeriksaan / Audit Ketaatan sekaligus audit ada tidaknya
penerapan PPRG pada obrik tersebut.

4. Memberikan rekomendasi untuk melakukan perencanaan dan penganggaran
yang responsif gender (PPRG) pada obrik yang bersangkutan.

Jumlah Anggaran sebesar Rp700.000.000,-

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 175
Laporan

Penyelenggaraan Pengawasan
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

APBD

Melaksanakan audit ketaatan (ketaatan terhadap aturan yang berlaku) pada
Perangkat Daerah, Nagari, Sekolah dan Puskesmas.

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah



Batasan Kegiatan

Maksud dan Tujuan

Cara Pelaksanaan Kegiatan

Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksana & Penanggungjawab Kegiatan

Jadwal
Biaya

Lembar 4

175 objek pemeriksaan

Maksud :

Pengawasan keuangan dimaksudkan untuk menjamin agar penyelenggaraan
suatu kegiatan dalam hal keuangan tidak menyimpang dari tujuan dan rencana
yang telah ditetapkan.

Tujuan :

Pengawasan keuangan bagi Pemerintahan Daerah bertujuan untuk menjamin
dan menjaga agar anggaran yang disusun benar - benar dapat dijalankan,
menjaga kegiatan pengumpulan penerimaan dan pembelanjaan pengeluaran
daerah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menjaga
pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan
yang berlaku.

Memberikan pembinaan, solusi dan penegasan aturan penyelenggaraan
keuangan pemerintah daerah kepada masing-masing PD dan Pejabat
Pengelola keuangan langsung.

Kabupaten Pesisir Selatan.

Inspektur

Januari s.d. Desember
Rp700.000.000,-




MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
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PD : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
Nama ISU GENDER KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN PENGUKURAN HASIL
Kebijakan/Program/ | Data Pembuka Wawasan . z
iKeoiatang Faktor Kesenjangan sebabl:'(;’r::"a"”" seba:r:;:::"“a" Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Basis Data (Base-Line) | Indikator Kinerja
Program : - Inspektorat  Daerah | Akses : - Keterbatasan  jumlah | -Belum optimalnya|- Untuk menjamin |- Reviu laporan Kinerja|- Inspektorat Daerah| Sub Kegiatan:
Penyelenggaraan mempunyai  tugas|Keterbatasan  waktu| SDM pemeriksa untuk| Tenaga Fungsional| agar atas Dokumen| mempunyai  tugas| Reviu
Pegawasan melakukan pemeriksa dalam| memfasilitasi Pengawas _(Auditor penyelenggaraan | Perencanaan  dan| Melakukan Laporan
pengawasan terhadap pemeriksaan evaluasi. pelaksanaan reviu. dgn PPUPD) yang Patharinison Laporan @1 pengawasan Kinerja
. pelaksanaan urusan dibutuhkan X terhadap
Kegiatan : pemerintahan. P - Profesionalisme tenaga| berdasarkan Obrik daerah berjalan Perangkat Daerah). pelaksanaan urusan
Penyelenggaran Partisipasi : pemeriksa masih belum | yang ada dil sesuai dengan|- Mengajukan usulan pemerintahan. Input :
Pengawasan Internal. |- Jumlah Perangkat| Keterbatasan  Ruang| merata baik dari segi| Kabupaten Pesisir| rencana dan| formasi PNS tenaga Rp.100.000.0
Daerah sebanyak 41 | Gerak bagi| kapasitas dan| Selatan. sesuai  dengan| Fungsional - Jumlah  Perangkat| 00-
Sub Kegiatan : it { perempuan  dalam| kompetensinya -Ke:utuhan Auditg?r ketentuan Pemeriksa ke| Daerah sebanyak 41
: + Evaluasi aporan seharusnya i .
Ei:\e::a e AKIP, Reviu LPPD, pmeer:qa::isf::::n e - Belum proporsional | orang, yang tersedia 5:;2::2:9 BHESEY - Evaluasi Laporan Jouur:ﬁ:;
PBJ, Manajemen ASN, g tingkatan jabatan| saat ini 23 orang : ; AKIP, Reviu LPPD, ;
Tata Kelola Perizinan, fungsional yang| masih ada - Mengajukan  usulan| pg) Manajemen| Laporan Hasil
Tata Kelola Pajak, | Kontrol : tersedia dikaitkan | kekurangan 44 Uji kompetensi ASN, Tata Kelola| Reviu
Tujuan : Reviu Tata Kelola|Dalam hal| dengan kebutuhan | orang. perpindahan jabatan| Perizinan, Tata| Laporan
Untuk menjamin agar| Aset, PPRG. pengambilan operasional -Kebutuhan PPUPD fungsional PPUPD ke| Kelola Pajak, Reviu Kinerja
penyelenggaraan | keputusan lebih| Pelaksanaan seharusnya 48 Kemendagri Tata Kelola Aset,
Pemerintahan daerah. - Data  kepegawaian didomiinasi oleh| Pemeriksaan Orang', yang PPRG. Ouileorne:
berjalan sesuai| Inspektorat  Daerah Cabibiedn Simplies tersedia saat ini 4 Melakuk st Lioian: hasl
dengan rencana dan| Kabupaten  Pesisir P pimpinan. | istem Pengendalian| Orang masih ada Pssiin a.m i uas.l - Data  kepegawaian ap(? .o
sesuai dengan| Selatan tahun 2023 Intern  belum berjalan | kekurangan 44 dan Reviu PPRG di Inspektorat  Daerah R?V'“ yang
ketentuan sebagaimana mestinya Orang. Perangkat  Daerah Kabupaten ~ Pesisir| baik dan
Perundang- - Jumlah PNS | Manfaat : cohin Kelahas: yang menjadi Obyek | Selatan tahun 2023 sesuai aturan,
gga kelemahan, : )
undangan. Inspektorat sebanyak | - Akuratnya data dalam hamb ¢ Pemeriksaan (Obrik)
58 orang terdiri dari| mewujudkan visi dan| |aTPatan S pada triwulan lll dan | Jumiah PNS
Pejabat Struktural 8| misi Kepala Daerah, | PenYimpangan — dan Trawulin IV Inspektorat sebanyak
orang, Pejabat | - Terstrukturnya pelanggz-?ran belum 58 orang terdiri dari
d:ggan aturan, |. B;?L’Jm pahamnya s i
- Jumlah Tim| standar atay norma e Fungsional 34 orang
Pemeriksa sebanyak yang berlaku. e dan 16 orang

36 orang yang terdiri

- Selaragnya dokumen

pengelola kegiatan
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Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
Nama ISU GENDER KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN PENGUKURAN HASIL
Kebijakan/Program/ | Data Pembuka Wawasan
Kegiatan Faktor Kesenjangan Sebablrl‘(;mse:j'angan Sebaté'l((;:::zngan Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Basis Data (Base-Line) | Indikator Kinerja
dari: 20 orang laki-laki| Renstra, IKU PD, Jumlah Tim
dan 16 orang| Laporan AKIP PD, Pemeriksa sebanyak
perempuan. Perjanjian Kinerja dan 36 orang yang terdiri

lainnya yang disajikan
dalam dokumen yang
direviu.

- Pengendalian
terhadap
pelaksanaan
kebijakan
pengawasan
Inspektorat  Daerah
dan terukurnya
tingkat
keberhasilan/tidaknya
melalui inventarisasi
berbagai
permasalahan dalam
pelaksanaan program
dan kegiatan.

dari: 20 orang laki-
laki dan 16 orang
perempuan.
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GENDER BUDGET STATEMEN (GBS)
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

1 Program : Penyelenggaraan Pengawasan
Kegiatan  : Penyelenggaran Pengawasan Internal
Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja
2 Output kegiatan Rp100.000.000,-
3 Analisa situasi
4 Rencana Aksi Reviu Laporan Kinerja 1. Reviu laporan Kinerja atas Dokumen Perencanaan dan Laporan (41
Perangkat Daerah).
2. Mengajukan usulan formasi PNS tenaga Fungsional Pemeriksa ke
BKPSDM.
3. Mengajukan usulan Uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional
PPUPD ke Kemendagri
4. Melakukan evaluasi dan Reviu PPRG di Perangkat Daerah yang
menjadi Obyek Pemeriksaan (Obrik) pada triwulan lll dan Truwulan
Iv.
5 Alokasi Anggaran Output Kegiatan Jumlah Anggaran sebesar Rp100.000.000,-
6 Dampak/hasil Output Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja adalah 8 Jenis Laporan Hasil
Reviu
Program Penyelenggaraan Pengawasan
Sasaran Program Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan Reviu Laporan Kinerja



Latar Belakang Dasar Hukum

Gambaran Umum
Kegiatan Uraian Kegiatan

Indikator Kinerja
Batasan Kegiatan

Maksud dan Tujuan

Cara Pelaksanaan Kegiatan

Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan
Jadwal

Biaya

Lembar :8

APBD

Evaluasi Laporan AKIP, Reviu LPPD, PBJ, Manajemen ASN, Tata Kelola
Perizinan, Tata Kelola Pajak, Reviu Tata Kelola Aset, Reviun PPRG.

Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja
12 Bulan

Terlaksananya Evaluasi Laporan AKIP seluruh Perangkat Daerah, Reviu
Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Reviu Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Reviu PBJ, Reviu Tata Kelola
Perizinan, Reviu Manajemen ASN, Reviu Tata Kelola Aset, Reviu PPRG dan
Reviu tata Kelola Pajak Daerah.

Memberikan Solusi dan menegaskan kepada PD dan Pejabat Pengelola
keuangan langsung ke PD masing-masing.

Kabupaten Pesisir Selatan.

Inspektur

Januari s.d. Desember

Rp100.000.000,-




MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
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PD : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 8
Nama ISU GENDER KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN PENGUKURAN HASIL
Kebijakan/Program/Keg | Data Pembuka Wawasan < 2
jatan Faktor Kesenjangan SebabIKesenjangan Sebab Kesenjangan | o s Tujuan |  Rencana Aksi Basis Data (Base-Line) | Indikator Kinerja
nternal Eksternal
Program: - Gedung Kantor | Akses : Pengelola  kegiatan | - Belum seluruh - Terwujudnya - Sosialisasi kepada | - Fasilitas umum yang| Sub Kegiatan:
Penunjang  Urusan| Inspektorat  Daerah| . Sarana dan prasarana| belum  responsive | stakeholder dan Gedung  kantor| pegawai ada pada gedung| Pemeliharaan/Re
Pemerintahan Daerah gelzm n:(encermmkan di Inspektorat Daerah| gender. masyarakat yang yang  nyaman| Inspektorat kantor b Inspektorat | papijitasi Gedung
Kabupaten/Kota s gntor Yand|  masih minim. ada memahami representatif, Daerah  tentang Dae(ah adalah tempat Kantor dan
representatife sebagai Pandangan yang ’ i parkir dan musholah
tempat kerja  yang salah dari sebagian tentang pentingnya | khususnya ruang| pentingnya nafan belum Bangunan
Kegiatan : nyaman dan modern. Belum  tersedianya pegawai Inspektorat| fungsipengawasan | lakiasi dan| pengarusutamaan responsif gender serta| Lainnya
Pemeliharaan Barang ruangan gedung| Daerah dalam| yang dilaksanakan | musholah gender. belum tersedia ruang
Milik Daerah | Belum semua ruangan| kantor yang memadai,| memahami isu| oleh Inspektorat Inspektorat - Menyiapkan Iaktasil dan ruang| Input:
Penunjang  Urusan| Pada Inspektorat khususnya ruang| gender. Daerah dalam Daerah yang| seluruh dokumen| bermain anak. Rp200.000.000.,-
Pemerintahan Daerah | Daerah tersedia dan| jiae * musholah membangun tata responsive perencanaan dan :
dapat memenuhi hak . Karena keterbatasan ; ) .| - Ruang kerja yang ada !
sslurgh pegawai yang representatif dan anggaran yang pemerintahan yang | gender. personil terkait ik terhalas belim Output:
Sub Kegiatan : sebagai Aparatur|  fesponsif gender serta| g o oloh TAPD | baik (good dengan Sub mengakomodasi Jumlah  Gedung
Pemeliharaan/Rehabili | Negeri Sipil, khususnya| ~ruang bermain anak pada Inspektorat| govermence) dan Kegiatan kebutuhan pegawai. Kantor dan
tasi Gedung Kantor| Ruang Laktasi, Ruang Daerah yang | bebas KKN. Pemeliharaan/Reh Bangunan
dan Bangunan| Bermain Anak dan|- Rehabilitasi Gedung| mengakibatkan sarana abilitasi  Gedung| - Komposisi jenis| Lainnya yang
Lainnya Musholah kantor  diharapkan| dan prasarana masi Kantor dan :‘9'3”‘;’: g padﬁ Dipelihara/di
jr|  minim. i nspextora aeran | rehabilitasi adalah
o - Jumlah Pegawai S Tty i Lglnnya adalah 56,90% laki- 1 Unit
Tujuan : Perempuan pada kebutuhan untuk - Implementasi ald dan  43.10% nit.
Terlaksananya 100% Inspektorat Daerah| Penambahan  ruang rehab gedung perempuan. '
Rehabilitasi  Gedung | kabypaten Pesisir| laktasi musholah dan kantor, yaitu Outcome:
Kantor untuk | - Selatan yang mencapai|  rang bermain anak. penambahan Ruangan laktasi
E::;r;bahan FEE::Q 43,10% mengharuskan ruangan  untuk representative,
holah dan R : i g Mg Partisipasi : Ruang  Laktasi, ruang  bermain
musnolan dan Ruang| | aktagi, musholah dan
Pel . - Belum seluruh Musholah  dan anak dan
elayanan Yang| Ruang bermain anak : ; ,
menyediakan fasilitasi yang  representative| Pe9awai yang ada di Ruang  bermain musholah  yang
untuk ruang bermain | 4an responsif gender, | Inspekiorat  Daerah anak. responsive
anak yang memadai paham akan -Jumlah  Gedung gender.
dan representatif. - Dengan terciptanya|  pentingnya Kantor dan
ruangan gedung kantor|  pengarusutamaan Bangunan Lainnya
yang representatif dan gender. yang Dipelihara/di
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Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 I Langkah 9
Nama ISU GENDER KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN PENGUKURAN HASIL
Kebijakan/Program/Keg | Data Pembuka Wawasan
iatan Faktor Kesenjangan Tl i s""";:;e“r:z"““ Reformulasi Tujuan | RencanaAksi | Basis Data (Base-Line) | Indikator Kinerja
responsif gender tentu | Kontrol : rehabilitasi adalah
juga akan parallel| . Ruangan kantor yang 1 Unit.
dengan meningkatnya| 54, hanya sekedar
kinerja selurluh pegawai| o cnuhi tempat
yang nantinya akan kb s Hd
berdampak padel. - "OYHR. S, -oeaG
peningkatan tata Kelola| ~memenuhi hak
pemerintahan yang| pegawai.
baik (Good
Govemnment). Manfaat :
- Gedung Kantor

Inspektorat ~ Daerah

belum mencerminkan,

ruangan yang nyaman

bagi seluruh pegawai.

khususnya ruang

laktasi musholah dan

ruang bermain anak.

~ Painan; 47 Mei 2023
* T fuspektur,
.Hum
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GENDER BUDGET STATEMEN (GBS)

INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

1 Program
Kegiatan :
Sub Kegiatan :

2 Output kegiatan

3 Analisa situasi

4 Rencana Aksi

5 Alokasi Anggaran Output Kegiatan

6 Dampak/hasil Output Kegiatan

Program

Sasaran Program

Kegiatan

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rp200.000.000,-

Pemeliharaan/Rehabilitasi 1. Sosialisasi kepada pegawai Inspektorat Daerah tentang pentingnya

Gedung Kantor dan Bangunan pengarusutamaan gender.

Lainnya 2. Menyiapkan seluruh dokumen perencanaan dan personil terkait dengan
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

3. Implementasi rehab gedung kantor, yaitu penambahan ruangan untuk
Ruang Laktasi, Musholah dan Ruang bermain anak.

4. Jumiah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/di
rehabilitasi adalah 1 Unit.

Jumlah Anggaran sebesar Rp200.000.000,-

Ruangan laktasi yang representative, Ruang bermain anak dan musholah dan
responsive gender 1 Unit.

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Inspektorat Daerah

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



Sub Kegiatan

Latar Belakang Dasar Hukum
Gambaran Umum

Kegiatan Uraian Kegiatan
Indikator Kinerja
Batasan Kegiatan

Maksud dan Tujuan

Cara Pelaksanaan Kegiatan

Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksana & Penanggungjawab Kegiatan

Jadwal

Biaya

Lembar :12
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

APBD

Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor Inspektorat Daerah yang akan
dilaksanakan : Penyediaan Ruang Laktasi, Ruang bermain Anak dan Ruang
Musholah yang responsive gender.

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/di rehabilitasi

12 Bulan

Sebagai instansi pengawasan yang mengutamakan pelayanan kepada
perangkat daerah serta masyarakat, Inspektorat Daerah perlu menyediakan
ruangan kantor yang nyaman, representative dan responsive gender.

Menyiapkan dokumen perencanaan, personil dan mengajukan anggaran
terkait dengan kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan
bangunan lainnya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Inspektur

Januari s.d. Desember

Rp200.000.000,-

Bihs Ytama M
10641112 199203 1008



